
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TING KAT II SUKOHARJO 

NOMOR : 5 TAHUN 1992 SERI B No. 4 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR : 11 Tahun 1991 

TENTANG 

PENETAPAN OBYEKWISATA DAN RETRIBUSI 
DI DAERAH KABUPATEN DAE~ TINGKAT II SUKOHARJO 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 
BUPATI KEPAIA DAEIW-1 TINGKAT II SUKOHARJO 

\enimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Nomor 19 Tahun 1968 tentang pembentukan. 
susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo maka perlu 
ditindaklanjuti adanya penetapan Obyck Wisata dan 
Retribusi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingk~t II 
Sukoharjo; 

b. bahwa pungutan rctribusi schagalmana di.atur dalam 
Surat Kcputusan 0upari Kcpala Dacrah Tingkat II 
Sukoharjo tanggal 26 Agustus 1989 Nomor: 556.1/ 
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283/1989 tentang Pcnetapan Rctribusf Oby 
Wisata zyarah Makam Balak.an Kccamatan Bend Ck 
Kabupaten Daerah TJngkat lJ SukoharJo dan S~ri 
Keputusan tanggal 21 JunJ 1990 Nomor 974/~~~at 
665/1990 ten tang Penetapan RetrJbu8J Obyt( 
Wisata di Kabupatcn Daerah Tingkat II SukoharJo 
dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah• ' 

I 

c. b~hwa berhubung dengan hal tersebut diata, perJu 
d1tctapkan dengan Peraturan Daerah. 

I. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daJam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Daerah; 

4. Jnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan 
Retribusi Dibidang Usaha Pariwisata; 

5. Jnstruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 27 .Tahun 1987 tentang Penyederhanaan 
Perijinan dan Retribusi Dibidang Usaha Pariwisata; 

6. Kcpurusan Mcnparpostel Nomor KM. 98/PW.102/ 
MPPT-87 tentang Kcputusan Usaha Obyek Wisata; 

7. Per11turan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tehgah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan 
SebagJan Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah 
Tingkat IJawa Tengah dalam Bidang Kepariwisacaan 
kcpada Oacrah Tingkat JI; 

a. Pcraturan Daerah Kabupaten Daerah Ttngkat 11 
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 ten tang Pengusulan 
p~~gangkatan dan Pcmberhentian PegawaJ Ncgcd 
S•pll sehagaj Pcnyidik pada Pcmcrfntah Kabuparcn 
Dacrah ·nngkat II Sukoharjo; 

9. Pcratur~n Dacrah Kabupatcn Dacrah Tingkar 11 
Sukohar,o Nomor 19 Tahun 1986 rcnrang Pcmbc••· 
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tukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas 
Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

MEMUTUSKAN : 

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING KAT 
II SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN OBYEKWISATA 
DAN RETRlBUSI DI DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II SUKOHARJO 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatcn 
Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Sukoharjo; 

c. Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 
Sukoharjo; 

d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupate n 
Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sc krctari. t 
Wilayah/Daerah Tingkat 11 Sukoharjo; 

f. Kas Oaerah adalah Kas Daerah Kabup;ucn n ~,t.·rah 
Tingkat 11 Sukoharjo; 

g. Ohyck Wisaca adalah Tcmp;u uau Kcad;,an al~,n, 
yang rncrnillki sumher daya wls:ua yan~ dlhangun 
dan dikc1nb~1ngkan schinAAa anc,npunyal cl~,y~, tarik 
dan diusahakan schagal tcn,pat yang dikunjungi 
wisatawan. 
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BAB II 
PENGGOLONGAN,JENIS, FUNGSI DAN PENGELOLAAN 

p~~2 . 

1. Obyek Wisata digolongkan : 

a. Obyek Wisata Nasional yang diatur oleh Dirje·n Par
postel; 

b. Obyek Wisata Daerah Tingkat I yang diatur oleh · 
Gubemur Kepala Daerah; 

c. Obyek Wisata Daerah Tingkat II yang diatur oleh 
Bupati Kepala Daera. 

2. Jenis Obyek Wisata : 

a. Obyek Wisata alam : 

1. Umbul Pacinan; 

2. Kolam Pemandian; 

b. Obyek Wisata Ziarah: 

1. Makam Balakan; 

2. Makam Sutowijoyo Bumi Arum; 

3. Makam Banyubiru; 

4. Makam Bekas Kraton Kartasura. 

c. Obyek Wisata Budaya : 

1. Pesanggrahan Langenharjo; 

2. Bekas Kraton Kartasura. 

d. Obyek Wisata lain yang bisa dikunjungi untuk umum. 

Pasal 3 

Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraruran 
Daerah ini berfungsi sebagai tempat rekreasi/hiburan, 
ziarah, dan kunjungan umum. 

Pasal 4 

Pengelolaan sebagain1ana dimaksud Pasal 2 Peraturan 
Daerah ini dilaksanakan olch Dinas Pariwisata 
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Ka~upate.n Daera~ Tingkat II Sukoharjo dan atau 
peJabat lam yang d1tunjuk oleh Bupati Kepala Daerah. 

BAB III 
PENGEMBANGAN DAN PEMBIAYAAN 

Pasal S 

(l) Untuk mengembangkan, mendayagunakan serta menghasilgunakan 
obyek wisata, Dinas Pariwisata melakukan kegiatan-kegiatan pem
binaan, memanfaatkan obyek wisata ke arah peningkatan dan pengem
bangan sesuai dengan pembangunan daerah. 

(2) Peningkatan, dan pengembangan tersebut ayat (1) Pasal ini Dinas 
Pariwisata dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam usaha obyek 
wisata baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber
laku. 

(3) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan pengembangan, 
dan pembangunan serta pendayagunaan obyek wisata dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain 
yang sah. 

BAB IV 
RETRIBUSI 

Pasal 6 

Pengunjung, peziarah atau pemakai obyek wisata dimaksud pasal 2 
Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus 
lima puluh rupiah) tiap orang dengan diberi tanda bukti bcrupa karcis. 

BAB V 
PENYETORAN DAN PEMBAGlAN HASII-J RETRIDUSI 

PasaJ 7 

(I) Semua pendapatan dari Obyek Wisata disctor ke Kas Dacrah. 

(2) Ketentuan hesarnya bagi hasil diatur olch Bupaci Kcpala Daer.ah. 
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BAB VI 
TATA TERTIB 

Pasal 8 

(l) Untuk memelihara ketertiban, pengunjung obyek wisata ditetapkan 
hari, dan jam buka / tutup sebagai berikut : 

a. Obyek Wtsata Rekreasi setiap hari buka mulai jam 08.00 WIB samp . 
dengan jam 18.00 WIB kecuali ada ketentuan lain; at 

b. Obyek Wisata Ziarah setiap hari buka dari jam 08.00 sampal dengan 
jam 18.00 ke_cuali hari Kamls dan Senin Wage dibuka ~ulal Jam 
08.00 sampai dengan jam 06.00 hari berilrutnya. 

(2) Bagi mereka yang lngin berkunjung melebihi ketentuan sebagaimana 1 

dimabud ayat (1) Pasal ini, harus ada ijin dari petugas yang ditunjuk 
oleh Dinas Pariwisata. 

(3) Pengunjung obyek wisata dilarang : 
a. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan barang

barang lain yang mudah menimbulkan gangguan keamanan dan 
keteniban; 

b. Merusak tanaman, ~arang-barang, dan bangunan; 
c. Melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar nonna kesusila

an, dan kesopanan. 

BAB VII 
PElAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah iru di.serahkan kepada Dinas Parlwisata. 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dlserahkan 
kepada Bagian Hukum. 

(3) U~tuk menunjang kegiatan Operasional dan pengawasannya 
diberikan hiaya opcrasional yang besarn~a ditetapkari dengao 
Keputusan Bupati Kcpala Daerah dan ditampung dalam, _An~~ra;: 
Peodapatan dan Bclanja Dacrah Kabupatcn Daerah I ingk;t 
Sukoharjo. 
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BAB VIII 
PENYIDIKAN 

Pasal 10 

Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini 
dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangan 
dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan 
Pcrundang-undnagan yang berlaku. . 

BAB IX 
KETENTIJAN PIDANA 

Pasal 11 

Pelaanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan 
Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam) bulan 
atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah). 

BAB X 
KETENTIJAN PENTIJUP 

Pasal 12 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala 
Daerah. · 

Pasal 13 

Peraturan Daerah lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ii Sukohatjo. 
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Ditetapkan di : Sll KOHARJo 
Pada tanggal 17 Oktober 

1991 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAi 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO I) 

SUKOHARJO 
KE11JA 

cap ttd 

DJOKOWALUJO, BA 

DISAHKAN 
Dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah 
Tanggal : 12 Desember 1991 

Nomor : 188.3/458/1991 
An. SEKRETARIS WIIAYAH / DAERAH TINGKAT I 

jAWA TENGAH 
Kepa.la Biro Hukum, 

cap ttd 

SAROJITO, SH 

NIP. 500 034 373 

cap ttd 

Ors. SETYAWAN SADONO 

Diundangkan dalam lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharj, 

Nomor : 5 Th. 1992 Seri B. No. 4 
Pada tanggal : 22 Januari 1992 

Pj. Sekretaris Wtlayah / Daerah 

cap ttd 

Ors. BAMBANG SOETEOJO 

Pembina Tk. I 
NIP. 010 056 240 
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PE NJ ELA SAN 

ATAS 

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
SUKOHARJO 

NOMOR 11 TAHUN 1991 

TENTANG 

PENETAPAN OBYEK WISATA DAN RETRJBUSI 
DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

I. Pcnjelasan Umum. 

Obyek wisata dewasa i i telah berkem bang dengan pesat dan 
menjadi salah satu kebutuha,. masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat 
II Sukoharjo, tidak saja masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa. 
Dengan adanya obyck wisata tersebut temyata merurnbulkan lapangan 
kerja baru yang dapat mcndukung peningkatan pendapatan 
masyarakat. 

Ditinjau dari segi budaya, sejarah dan pelestarian alam obyek 
wisata rncrupakan asset kepariwisataan yang menjadi salah satu sum
her pendapatan Oaerah bagi Pemerintah Daerah, maka perlu diatur 
tata tertib mengenai obyek wisata dalam Peraturan Daerah. 

n. Penjelasan pasal demi pasal. 

Pasal 1 

Pasal 2 nomor 1 

nomor 2. 1 huruf a 
· huruf b 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Kolam Pemandian adalah suatu 
usaha yang menyediakan tempat 
dan fasilitas untuk mandi dengan 
memanfaatkan air. 

2 huruf a,b,c,d Cukup jelas 
3 huruf a,b : Cukup jelas 
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4 Obyek wisata · yang kemun&Jdn 
ada selain yang tersebut pa: 
pasal 2 nomor 2 i 

Pasal 3 Cukup jelas 

Pasal 4 Cukup jelas 
Pasal s Cukup jelas 
Pasal 6 Cukup jelas 
Pasal 7 Cukup jelas 
Pasal 8 Cukup jelas 
Pasal 9 Cukup jelas 
Pasal 10 Cukup jelas 
Pasal 11 Cukup jelas 
Pasal 12 : Cukup jelas 

Pasal 13 Cukup jelas 
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